BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang diberikan dalam pembahasan, maka dapat
ditutup sebagai berikut:

1. Konfirmasi Pelepasan Tanah Pabean memiliki kekuatan hukum sebagai
bukti hak untuk menguasai properti, Sertifikat kepemilikan tanah di Labuan
Bajo, banyak orang di Labuan Bajo menulis surat dalam Pejabat Adat
Nggorang, Tetua Adat, merupakan tokoh kunci dalam kepemimpinan adat
dan pemimpin formal dalam kehidupan masyarakat adat kedaluan
pelayanan penyiapan kepemilikan tanah diatur sebagai syarat pengelolaan
atau dasar hukum untuk pengajuan sertipikat tanah kepada BPN Ini
merupakan dasar hukum dan surat persetujuan yang banyak digunakan di
berbagai daerah, ada berbagai kondisi di pedesaan, tetapi setara dengan
surat-surat dasar atau beberapa di antaranya termasuk dalam bentuk bukti
tertulis.

2. Surat pengukuhan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam proses
pembuatan sertifikat. Surat pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai alat
bukti yang sah dalam proses pembuatan sertifikat untuk menjamin
kepastian hukum mengenai hak atas tanah pemerintah daerah dan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah.
Mengingat masih ada masyarakat yang mengelola tanah tetapi tidak

memiliki bukti kepemilikan (hak dasar) yang lengkap bahkan tidak ada
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bukti kepemilikan sama sekali, maka ada kendala saat mengajukan
permohonan pendaftaran hak atas tanah. Sertifikat kepemilikan berfungsi
sebagai bukti kuat dari pemiliknya, artinya, data fisik dan hukum yang
dikandungnya harus diterima sebagai data yang benar kecuali terbukti
sebaliknya. Data struktural dan hukum yang terkandung dalam sertifikat
dapat ditemukan dalam daftar tanah dan penyelidikan hak milik yang
bersangkutan, sebuah kesaksian sebagai hukum nyata memiliki bukti
nubuat yang sempurna untuk pemiliknya.
B. Saran

1. Mekanisme pembuatan surat inisiasi yang dikeluarkan oleh pejabat adat
Nggorang sebagai bukti kepemilikan tanah merupakan pembuktian hukum
yang bersifat hukum adat yang memerlukan keterlibatan baik pihak pemberi
maupun penerima.

2. Status hukum pengalihan harta kekayaan adat menurut pengertian undang-
undang memenuhi syarat, Dalam hal ini, verifikasi administratif hanyalah

persyaratan formal untuk melengkapi hak milik
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